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Human capital (modal manusia) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan
suatu negara, terutama kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, tentunya selain physical
capital (modal fisik). Human capital memiliki kecenderungan dampak akumulasi dan bersifat
jangka panjang, apabila dibandingkan dengan physical capital. Akumulasi human capital
menjadi salah satu faktor pemicu didalam pembangunan yang berkelanjutan.

Teori human capital muncul pertama kali tahun 1776 pada bidang ekonomi klasik
(Fitzsimons, 1999). Human capital menjadi salah satu faktor penting didalam meningkatkan
produktivitas perekonomian suatu negara (Schultz, 1961). Korelasi resiprokal antara human
capital dengan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting bagi pembangunan yang
berkelanjutan. Hasil pembangunan tentunya bukan hanya memiliki kontribusi pada pertumbuhan
ekonomi, namun juga berkontribusi terhadap kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan.

Pembangunan tidak akan terlepas dari peranan dan kemampuan negara dalam
mengembangkan sumberdaya (resources) yang dimilikinya, baik sumberdaya alam (natural
resources) maupun sumberdaya manusia (human resources). Human resources yang diproxikan
pada human capital, sebagai salah satu faktor produksi yang aktif dalam mengelola akumulasi
modal, menggali sumberdaya alam, serta membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik
untuk melaksanakan pembangunan.

Human capital dapat diukur melalui bidang pendidikan dan kesehatan (Todaro, 2000).
Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seorang manusia, artinya semakin tinggi
pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatinan, maka kemampuan dan
keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Sedangkan, kesehatan merupakan bidang yang saling
terkait dengan pendidikan, dimana pendidikan tinggi yang dimiliki tanpa adanya tubuh yang
sehat, maka tidak akan dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, pendidikan yang tinggi
dapat mempengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang.

Pada negara berkembang seperti Indonesia, peranan pemerintah sangat diperlukan dalam
pengembangan kualitas human resources, karena memiliki implikasi terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro.
Indonesia memiliki kondisi yang heterogen, dimana masing-masing daerah memiliki karakteristik
yang berbeda.

Berbagai hasil riset empiris mengenai kontribusi human capital di Indonesia pada level
provinsi maupun kabupaten dan kota menunjukkan bahwa ketika human capital menjadi salah
satu faktor yang memiliki peran sentral, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan untuk
meningkatkan dan mengakselerasi akumulasi human capital. Hal tersebut berarti diperlukan
peranan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang terintegrasi dan berkesinambungan,
sehingga memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian secara makro.
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Human Capital Index (HCI) merupakan salah satu program Bank Dunia yang didesain
untuk menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan dan pendidikan dapat mendukung produktivitas
generasi yang akan datang. HCI mengkombinasikan komponen-komponen probabilitas hidup
sampai usia 5 tahun (survival), kualitas dan kuantitas pendidikan, serta kesehatan yang termasuk
juga isu stunting. Komponen tersebut merupakan bagian utama dari pengukuran produktivitas
tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini. Berdasarkan laporan Bank Dunia
(16 September 2020) menunjukkan bahwa HCI 2020 Indonesia sebesar 0,54, atau naik apabila
dibandingkan dengan tahun 2018 yakni 0,53. Komponen survival meningkat menjadi 0,98 dari
sebelumnya 0,97, sedangkan kualitas pendidikan sebesar 395. Untuk komponen Kkesehatan,
terdapat kenaikan yang cukup signifikan, yakni dari 0,66 menjadi 0,72. Namun, skor HCI 2020
yang diolah berdasarkan data baru dan diperluas untuk masing-masing komponennya sampai
bulan Maret 2020. Oleh karena itu, laporan tersebut belum memperhitungkan dampak Covid-19
pada human capital.

Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan human capital
melalui pengalokasian 20% anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas pendidik dan
manajemen sekolah, meningkatkan proses belajar mengajar peserta didik, memberikan perhatian
pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0 maupun TIK, serta meningkatkan
partisipasi sektor swasta dalam pendidikan. Hal tersebut tentunya dimaksudkan untuk penguatan
sistem pendidikan agar human resources Indonesia lebih siap menghadapi tantangan global di
masa mendatang.

Anomali Pembangunan Pendidikan

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam pembukaan
UUD 1945 pada alenia ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang akan terwujud melalui
pendidikan. Hal tersebut karena menyangkut masa depan bangsa, sebab maju dan mundurnya
suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas human resources yang dimiliki oleh negara yang
bersangkutan. Ada negara yang memiliki resources terbatas dan memiliki sedikit human
resources, namun berkualitas human resources-nya, maka dapat menjadi negara maju dan
terkemuka.

Indonesia masih kurang optimal didalam peningkatan kualitas human resources-nya. Pada
tingkat Asia Tenggara, apabila didasarkan pada laporan HCI 2020 Bank Dunia, Indonesia pada
peringkat ke-6 (0,54) yang berada dibawah Thailand (0,61), Malaysia (0,61), Brunei Darussalam
(0,63), Vietnam (0,69), dan Singapura (0,88). Posisi Indonesia diatas Filipina (0,52), Kamboja
(0,49), Myanmar (0,46), Laos (0,46), dan Timor Leste (0,45).

Selain itu, berdasarkan laporan IMD World Competitiveness Ranking yang dirilis tahun
2020, peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan ke posisi 40 dari dari 63 negara,
dimana tahun sebelumnya Indonesia pada posisi 32. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN,
Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Namun, Indonesia masih lebih
baik posisinya dibandingkan dengan Filipina yang berada diperingkat 45 dari 63 negara. Pada
level negara Asia Pasifik, posisi Indonesia berada diperingkat 11 dari 14 negara. Sedangkan,
peringkat Kinerja perekonomian Indonesia di tahun 2020 berada pada posisi 26, yang menurun
dibandingkan tahun 2019 di posisi 25.
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Kemampuan bangsa untuk berdaya saing yang tinggi merupakan kunci bagi tercapainya
kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Indonesia
siap menghadapi tantangan dinamika globalisasi serta mampu untuk memanfaatkan peluang yang
ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, maka pembangunan nasional diarahkan untuk
mengedepankan pembangunan human capital berkualitas dan berdaya saing.

Upaya untuk membangun Kkualitas manusia sebagai insan dan human resources
pembangunan menjadi perhatian penting. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia
sejak didalam kandungan sampai akhir hayat. Kualitas human resources menjadi semakin
membaik yang ditandai dengan meningkatnya Human Capital Index (HCI).

Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai 76 tahun Indonesia merdeka saat
ini, namun dirasakan masih kurang optimal didalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia
dengan kondisi geografis dan beraneka karakteristiknya, pembangunan pendidikan tidak dapat
diselesaikan dengan kebijakan yang bersifat monumental untuk pencapaian indikator Kinerja
pendidikan secara on paper, sebagaimana yang termuat didalam Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Apalagi di masa pandemi Covid-19, ketika masyarakat
dengan kondisi yang terbatas dan mengalami shock culture yang terpaksa harus beradaptasi
dengan dunia digital, serta berada dalam jangkauan geografis dengan kondisi jaringan
telekomunikasi yang berbeda.

Overview tersebut menjadi anomali, dimana secara on paper capaian indikator kinerja
pembangunan pendidikan masih belum optimal atau belum mampu mengejawantahkan amanah
pembukaan UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kata lain apabila
dikomparasikan dengan negara lain, Indonesia memerlukan extraordinary policy untuk mengejar
ketertinggalan dalam meningkatkan Human Capital Index maupun Competitiveness Ranking.

Penutup

Para pendiri NKRI secara sadar menetapkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa”
sebagai salah satu misi penyelenggaraan negara, tentunya suatu misi yang tidak terdapat didalam
berbagai UUD negara lain. Maknanya misis tersebut yakni untuk dapat terwujudnya masyarakat
negara dan bangsa yang sejahtera, demokratis, berdasarkan Pancasila, maka perlu proses
transformasi budaya dari masyarakat tradisional dan feodal ke masyarakat modern dan
demokratis, suatu proses yang dalam bahasa Bung Karno “asumming up of many revolution in
one generation” yakni wahana utamanya melalui pendidikan sekolah. Oleh karena itu, para
pendiri NKRI mendudukkan pendidikan dalam suatu Bab tersendiri didalam UUD 1945 dan
menetapkan “kewajiban® pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pengajaran nasional.

Menyikapi anomali pembangunan pendidikan, maka disarankan agar dalam membuat
extraordinary policy bukan hanya on paper, namun on reality serta mengembalikannya pada
filosofi pendidikan itu sendiri yang selaras dengan tujuan para pendiri NKRI dengan mengubah
mindset dan culture peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dengan berbagai cara untuk
mempersiapkan masa depan yang baik baginya. Tentunya dengan menambahkan kearifan lokal
maupun keanekaragaman budaya dan suku bangsa sebagai pilar pembangunan pendidikan untuk
mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.
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